
PERATURANMENTERILINGKUNGANHIDUPDANKEHUTANAN

REPUBLIKINDONESIA

NOMORP.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020

TENTANG

PELIMPAHANKEWENANGANPENERBITANPERIZINANBERUSAHA

BIDANGLINGKUNGANHIDUPDANKEHUTANANKEPADA

KEPALABADANKOORDINASIPENANAMANMODAL

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

MENTERILINGKUNGANHIDUPDANKEHUTANANREPUBLIKINDONESIA,

Menimbang : a. bahwaberdasarkanketentuanPasal105PeraturanPemerintah

Nomor24Tahun2018tentangPelayananPerizinanBerusaha

Secara Elektronik, pelayanan perizinan berusaha

diselenggarakan oleh lembaga pemerintah non kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

koordinasipenanamanmodal;

b. bahwaperizinan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan

termasuk dalam perizinan berusaha yang pelayanannya

terintegrasidalam perizinanberusahasecaraelektronik;

c. bahwauntukmendukungpenyelenggaraanpelayananperizinan

berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan, perlu

dilakukanpelimpahankewenangan

penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan

kehutanan dariMenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan

kepadaKepalaBadanKoordinasiPenanamanModal;



-2-

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurufa,hurufb,danhurufc,perlumenetapkanPeraturan

MenteriLingkunganHidupdanKehutanantentangPelimpahan

KewenanganPenerbitanPerizinanBerusahaBidangLingkungan

Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi

PenanamanModal;

Mengingat : 1. Pasal17 ayat(3)Undang-Undang DasarNegara Republik

IndonesiaTahun1945;

2. Undang-Undang Nomor5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya (Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaTahun1990Nomor49,Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3419);

3. Undang-Undang Nomor41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor167,

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3888)

sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor19

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

PerubahanatasUndang-UndangNomor41Tahun1999tentang

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4412);

4. Undang-UndangNomor32Tahun2009tentangPerlindungan

danPengelolaanLingkunganHidup(LembaranNegaraRepublik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

PelayananPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik

(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2018

Nomor90,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia

Nomor6215);

6. PeraturanPresidenNomor16Tahun2015tentangKementerian

LingkunganHidupdanKehutanan(LembaranNegaraRepublik

IndonesiaTahun2015Nomor17);
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7. Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

KementerianLingkunganHidupdanKehutanan(BeritaNegara

RepublikIndonesia Tahun2015Nomor713);

8. Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018tentangNorma,Standar,

Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha

TerintegrasiSecaraElektronikLingkupKementerianLingkungan

HidupdanKehutanan(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun

2018 Nomor927),sebagaimanatelahdiubahdengan

Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020tentangPerubahanatas

Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.22/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Norma,

Standar,ProsedurdanKriteriaPelayananPerizinanBerusaha

TerintegrasisecaraElektronikLingkupKementerianLingkungan

HidupdanKehutanan(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun

2020Nomor90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERILINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN

BERUSAHA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPADAKEPALABADANKOORDINASIPENANAMANMODAL.

Pasal1

(1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan

kewenanganpenerbitanperizinanberusahabidangLingkungan

Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi

PenanamanModal.

(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

meliputi:

a. izinusaha;dan

b. izinkomersialatauoperasional.

Pasal2

(1) Izinusahasebagaimanadimaksuddalam Pasal1ayat(2)huruf

a,terdiriatas:
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a. bidangpemanfaatanhutan:

1. izinusahapemanfaatankawasansilvopasturapada

hutanproduksidanhutanlindung;

2. izinusahapemanfaatankawasansilvofisherypada

hutanproduksidanhutanlindung;

3. izinusahapemanfaatanhasilhutankayupadahutan

alam padahutanproduksi;

4. izin usaha pemanfaatan hasilhutan kayu hutan

tanamanindustripadahutantanamanpadahutan

produksi;

5. izinusahapemanfaatanhasilhutankayurestorasi

ekosistem padahutanalam padahutanproduksi;

6. izinusahapemanfaatanhasilhutanbukankayupada

hutanproduksi;

7. izin pemungutan hasilhutan kayu pada hutan

produksi;

8. izinpemungutanhasilhutanbukankayupadahutan

produksidanhutanlindung;

9. izinusahapemanfaatanhasilhutankayupadahutan

tanamanhasilrehabilitasipadahutanproduksi;

10. izin usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau

penyimpanankarbonpadahutanproduksidanhutan

lindung;dan

11. izinusahapemanfaatanjasalingkunganpadahutan

produksidanhutanlindung;

b. bidangpenggunaankawasanhutanpadahutanproduksi,

hutan lindung,pelepasan kawasan hutan dan tukar

menukarkawasanhutan:

1. izinpinjam pakaikawasanhutan;

2. pelepasankawasanhutan;dan

3. tukarmenukarkawasanhutan;

c. bidangindustrikehutanan:

1. izinusahaindustriprimerhasilhutankayu;dan

2. izinusahaindustriprimerhasilhutanbukankayu;

d. bidangperbenihan:

1. izinpengadaandanperedarantelurulatsutera;dan

2. penetapan pengadadan pengedarbenih dan/atau
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bibitterdaftar;

e. bidang pemanfaatan kawasan konservasi dan

tumbuhan/satwaliarberupaizinlembagakonservasi;

f. bidangpemanfaatantumbuhandansatwaliar:

1. izinpengusahaantamanburu;

2. izinpemanfaatankomersialuntukbudidayatanaman

obat;dan

3. izinpenangkarantumbuhandansatwaliar;

g. bidangpemanfaatanjasalingkunganhutankonservasi:

1. izinusahapenyediaansaranawisataalam;

2. izinusahapenyediajasawisataalam;

3. izinpemanfaatanjasalingkunganpanasbumitahap

ekploitasidanpemanfaatan;

4. izin usaha pemanfaatan airskala menengah dan

besardisuakamargasatwa,tamannasional,taman

wisataalam dantamanhutanraya;

5. izinusahapemanfaatanenergiairskalamenengah

dan besardisuaka margasatwa,taman nasional,

tamanwisataalam dantamanhutanraya;

6. izinusahapemanfaatanairskalamikrodankecildi

suakamargasatwa,tamannasional,tamanwisata

alam dantamanhutanraya;dan

7. izinusahapemanfaatanenergiairskalamikrodan

kecildisuakamargasatwa,tamannasional,taman

wisataalam dantamanhutanraya;

h. bidanglingkunganhidup:

1. izinlingkungan;dan

2. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan

pemantauanlingkunganhidup;

i. bidangpengelolaanlimbahbahanberbahayadanberacun

untukusahajasaberupaizinpengelolaanlimbahbahan

berbahayadanberacununtukusahajasa.

(2) Izinkomersialatauoperasionalsebagaimanadimaksuddalam

Pasal1ayat(2)hurufb,terdiriatas:

a. bidangperbenihan:

1. sertifikasisumberbenih;
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2. sertifikasimutubibitdansertifikasimutubenih;

3. izin pemasukan dan pengeluaran benih dariluar

negeri;dan

4. izinpengeluaranbenihtanamanhutankeluarnegeri;

b. bidangpemanfaatantumbuhandansatwaliar:

1. izinpeminjamanjenissatwaliardilindungikeluar

negeri untuk kepentingan pengembangbiakan

(breedingloan);

2. izin akses sumber daya genetik dan/atau

pengetahuan tradisional sumber daya genetik

spesiesliaruntukkegiatankomersial;

3. izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar

dilindungidenganlembagakonservasidiluarnegeri;

4. izinperolehanspesimentumbuhandansatwaliar

untuklembagakonservasi;

5. izinpengedartumbuhandansatwaliardalam negeri;

6. izinpengedartumbuhandansatwaliarluarnegeri;

7. izinperagaantumbuhandansatwaliardilindungi;

dan

8. izin perolehan induk penangkaran tumbuhan dan

satwaliar:

c. bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi

berupa izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi

tahapeksplorasi;

d. bidangpengelolaanlimbahbahanberbahayadanberacun

untukpenghasil:

1. izin operasional pengelolaan limbah bahan

berbahayadanberacununtukpenghasil;

2. rekomendasipengelolaanlimbahbahanberbahaya

dan beracun untuk pengangkutan limbah bahan

berbahayadanberacun;

3. persetujuan pelaksanaan uji coba pemanfaatan

limbahbahanberbahayadanberacun;
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4. persetujuanpelaksanaanujicobapengolahanlimbah

bahanberbahayadanberacun;dan

5. rekomendasiimporlimbahnonbahanberbahayadan

beracun;

e. bidangpembuanganairlimbahberupaizinpembuangan

airlimbah;

f. bidangemisiberupaizinemisi.

Pasal3

(1) Dalam penerbitanperizinanberusahasebagaimanadimaksud

dalam Pasal1,MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan

menunjukpejabatpenghubungdariKementerianLingkungan

HidupdanKehutananyangditempatkandiBadanKoordinasi

PenanamanModal.

(2) Pejabatpenghubungsebagaimanadimaksudpada ayat(1)

sebagai perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan diBadan KoordinasiPenanaman Modaldalam

penyelesaianprosesperizinanberusaha.

(3) PenunjukanPejabatPenghubungsebagaimanadimaksudpada

ayat(1),dilakukan melaluiSuratPerintah Tugas Sekretaris

JenderalatasnamaMenteriLingkunganHidupdanKehutanan.

Pasal4

(1) Pejabatpenghubungsebagaimanadimaksuddalam Pasal3,

mempunyaitugasdanwewenanguntuk:

a. melayanikonsultasiperizinanberusaha;

b. menerima dan mengevaluasipermohonan luring atas

pemenuhankomitmenyangmemerlukanprosesteknisdi

KementerianLingkunganHidupdanKehutanan;dan

c. menyampaikan hasilevaluasipermohonan luring atas

pemenuhan komitmen berupa notifikasi

persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen kepada

KepalaBadanKoordinasiPenanamanModal.

(2) Pejabatpenghubungsebagaimanadimaksudpada ayat(1)

dalam melaksanakantugasdanwewenangnyaberkoordinasi

dengan DirekturJenderallingkup Kementerian Lingkungan
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HidupdanKehutananyangmembinaperizinanberusaha.

Pasal5

Pejabatpenghubungsebagaimanadimaksuddalam Pasal3berhak

mendapatkan:

a. gajidenganketentuanpadaKementerianLingkunganHidupdan

Kehutanan;dan

b. tunjangan kinerja dan kendalioperasional,yang mengikuti

ketentuandiBadanKoordinasiPenanamanModal.

Pasal6

Dalam melaksanakankewenangansebagaimanadimaksuddalam

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3, Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modaldan Pejabatyang ditunjukberpedoman pada

peraturandanketentuanteknistatacaraperizinandannonperizinan

yangditetapkanolehMenteriLingkunganHidupdanKehutanan.

Pasal7

(1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam

memberikanperizinanberusahasebagaimanadimaksuddalam

Pasal1bertindakuntukdanatasnamaMenteriLingkungan

HidupdanKehutanan.

(2) Dalam memberikanperizinanberusahasebagaimanadimaksud

pada ayat(1),Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal

menyampaikantembusankepadaMenteriLingkunganHidup

danKehutanan.

Pasal8

Perizinan usaha yang telah terbitsebelum Peraturan Menteriini

diundangkandinyatakantetapberlakusampaidenganizinberakhir.

Pasal9

Pada saatPeraturan Menteriinimulaidiundangkan Peraturan
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MenteriLingkunganHidupdanKehutananNomorP.97/MENHUT-

II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian dan Non

PerizinandiBidangLingkunganHidupdanKehutananDalam Rangka

PelaksanaanPelayananTerpaduSatuPintukepadaKepalaBadan

KoordinasiPenanaman Modal(Berita Negara RepublikIndonesia

Tahun2014,Nomor1993),sebagaimanayangtelahdiubahdengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.1/MENHUT-II/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.97/MENHUT-II/2014

tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non

PerizinandiBidangLingkunganHidupdanKehutanandalam Rangka

PelaksanaanPelayananTerpaduSatuPintuKepadaKepalaBadan

KoordinasiPenanaman Modal(Berita Negara RepublikIndonesia

Tahun2015,Nomor141),dicabutdandinyatakantidakberlaku.

Pasal10

PeraturanMenteriinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan

PeraturanMenteriinidenganpenempatannyadalam BeritaNegara

RepublikIndonesia
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DitetapkandiJakarta

padatanggal23Januari2020

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANANREPUBLIKINDONESIA,

Ttd.

SITINURBAYA

DiundangkandiJakarta

padatanggal5Februari2020

DIREKTURJENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIANHUKUM DANHAKASASIMANUSIA

REPUBLIKINDONESIA,

Ttd.

WIDODOEKATJAHJANA

BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2020NOMOR92

Salinansesuaidenganaslinya,

Plt.KEPALABIROHUKUM

MAMANKUSNANDAR


